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NOTA DINAS

Yth. Bupati Purwakarta
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
PW.02.02/ %%9 /Inspt- Irban II1/2022
IS Maret 2022
Rahasia :
1 (Satu) Berkas
Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) pada Kantor Kecamatan Purwakarta Tahun 2021.

Disampaikan dengan hormat, Surat Perintah Inspektur
Inspektorat Daerah Kabupaten Nomor: 700/ 1412/ Insp/ 2022 tanggal
31 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021.

Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) tahun anggaran 2021 pada Kantor Kecamatan Purwakarta
Kabupaten Purwakarta.

Adapun hasil laporan evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2021
hasilnya tertuang dalam halaman berlkutiya. '

_ Demikian agar menjadi maklum, atas kerjasama di ucapkan
terimaksaih.
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INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Emall : inspektorat@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

PADA KANTOR KECAMATAN PURWAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2021
Nomor : PW.02.0% / Inspt./ 2022

Tanggal : Maret 2022

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 telah
diimplementasikan oleh Kantor Kecamatan Purwakarta dengan hasil evaluasi
dengan nilai 79,00 (Tujuh Puluh Sembilan Koma Nol ). Adapun rincian nilai
pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu sebesar 30,00 (Tiga Puluh Koma Nol),
Pengukuran Kinerja sebesar 21,60 (Dua Puluh Satu koma Enam Puluh),
Pelaporan Kinerja sebesar 13,65 (Tiga Belas Koma Enam Puluh Lima), Evaluasi
Internal sebesar 13,75 (Tiga Belas Koma Tujuh Puluh Lima).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Kantor
Kecamatan Purwakarta tahun 2021 adalah BB (Sangat Baik). Rekomendasi
terhadap beberapa permasalahan diberikan sebagai bahan perbaikan
implementasi SAKIP tahun berikutnya.

a. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan evaluasi sakip adalah sebagai berikut:
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Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah,Pasal 29 ayat (1) Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Melakukan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dan / atau
Evaluasi Kinerja Pada Kementerian Negara / Pemerintah Daerah Sesuai
Dengan Kebutuhan Berdasarkan Kewenangannya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
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5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana
Keraja Perangkat Daerah Tahun 2022

6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 185 Tahun 2021 tentang Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah

7. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700 / Kep.752 - Inspektorat / 2021
tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat
Daerah; Tahun Anggaran 2022

8. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Nomor:
700/1412/ Insp/ 2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta
Tahun ‘Anggaran 2021.

Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang
dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk  mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas
pelayanan publik bagi masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis,
pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk peningkatan
akuntabilitas dan kinerja instansi.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan
SAKIP nya serta mendorong adanya peningkatan kinerja instansi
pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP
tersebut.

Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh informasi, sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan
dan memperlihatkan kinerjanya melalui implementasi Sistem AKIP.

2. Menilai Tingkat implementasi SAKIP.

3. Memberi saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
implementasi SAKIP.

4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

- Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi SAKIP Kantor Kecamatan Purwakarta meliputi
kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja
termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan
kegiatan, pengukuran kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja dan
capaian kinerja.




€. Metodoloogi Evaluasi
Evaluasi dilakukan dengan metode sedehana berupa studi dokumen dan
teknik "Criteria Referrenced Survey (CSR)" menggunakan 5 komponen dan
13 subkomponen untuk menilai kondisi keseluruhan penerapan SAKIP,
Dengan pembobotan sebagai berikut:
- Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian 30%
- Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian 30%
- Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian 15%
- Evaluasi Internal dengan bobot penilaian 25%
Untuk melengkapi data secara kualitatif, dilakukan wawancara sehingga
didapatkan informasi mendalam serta konfirmasi kepada tim penyusun
dokumen SAKIP Kantor Kecamatan Purwakarta.

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Kecamatan Purwakarta telah
dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen
perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023) yang dijabarkan
dengan perencanaan operasional tahunan, dimana pada tahun 2021 telah
disusun Rencana Kerja Tahun 2021. Indikator keberhasilan kinerja beserta
fargetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian
Kinerja (PK) atau Tapkin 2021 antara Camat Purwakarta dengan Bupati
Purwakarta. Sejalan dengan terpilihnya kepala daerah, dilakukan revisi
terhadap Perjanjian Kinerja (PK). Cascading perjanjian kinerja telah dibuat
sampai dengan eselon 4. untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan
kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan
organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian kinerja
tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada akhir tahun anggaran
2021, Kantor Kecamatan Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2021 yang disertai pengukuran
kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

9. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya
Tidak diperoleh data hasil perbaikan atas rekomendasi temuan evaluasi
SAKIP Kantor Kecamatan Purwakarta tahun sebelumnya (2020), karena
evaluasi SAKIP Kantor Kecamatan Purwakarta oleh APIP Kabupaten
Purwakarta Sudah dilakukan di tahun sebelumnya.




BAB II
HASIL EVALUASI

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 30,00, dari bobot
penilaian 30,00% dari total 100% yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai
berikut:

1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia

Evaluasi atas Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia namun

unsur pemenuhan dokumen Renstra, kualitas Renstra dan implementasi

Renstra. Hasil evaluasi atas Renstra telah cukup memadai.

Dokumen tersebut, telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program,

indikator kinerja sasaran, serta target tahunan dan target jangka

menengah Kantor Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kelemahan terkait

penyusunan, kualitas dan implementasi Renstra, diantaranya:

1. Renstra belum disahkan oleh Bupati;

2. Tujuan Renstra tidak disertai Indikator dan target kinerja;

3. Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan
dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;

4. Renstra belum direviu secara berkala.

5. Dalam Pembuatan dokumen Renstra belum memenuhi standar baku

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan agar:

1) Renstra mendapat pengesahan Bupati sebelum ditetapkan oleh
kepala OPD, untuk meyakinkan bahwa Renstra OPD telah selaras
dengan RPIMD;

2) Tim penyusun menetapkan Indikator dan taget kinerja terhadap
tujuan renstra Kantor Kecamatan Purwakarta;

3) Tim penyusun melakukan pemilihan kegiatan — kegiatan dalam
Renja yang Relevan dan mendukung pencapaian sasaran
organisasi;

4) Kantor Kecamatan Purwakarta melakukan reviu terhadap Renstra
secara berkala untuk menjaga relevansinya terhadap kebijakan
yang berlaku di pusat maupun daerah;

5) Dalam penyusunan dokumen Renstra hendaknya mengacu pada
standar baku sehinnga informasi yang disampaikan lenkap dan
utuh,
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2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan nilai 21,60 dari bobot penilaian

sebesar 30% dari total 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi,

dilakukan atas sub komponen pengukuran kinerja ‘yang terdiri dari

Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, dan Implementasi

Pengukuran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja, Kecamatan Kantor

Kecamatan Purwakarta telah melakukan pengukuran kinerja pada tingkat

lembaga dengan Indikator yang tertera pada Perjanjian Kinerja dengan

Bupati sebagai alat ukur keberhasilan organisasi.

Kelemahan yang ditemukan yaitu:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dipublikasikan;

2. Perjanjian antara Kepala OPD dengan Bupati Belum Dibuatkan

3. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara
berkala sebagai bahan pemantauan;

4. Pengukuran Kinerja belum menggunakan teknologi informasi.

Atas kelemahan tersebut, direkomendasikan agar:

1) Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Purwakarta
dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/
Kota atau media lain Yang memudahkan publik untuk mengakses;

2) Dibentuk Tim Penilai Kinerja atau petugas yang ditunjuk untuk
melaksanakan pengumpulan data kinerja atas pelaksanaan Rencana Aksi
dari para pejabat eselon secara berkala (bulanan/ triwulanan/ semester)
untuk dilakukan pemantauan oleh atasan langsung.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
Evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai 13,65 dari bobot
penilaian sebesar 15% dari total 100%, komponen manajemen kinerja yang
dievaluasi dilakukan atas sub komponen Pemenuhan Pelaporan, Penyajian
Informasi Kinerja, dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.
Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja Kantor Kecamatan
Purwakarta Kabupaten Purwakarta sudah melakukan pelaporan kinerja
organisasi pada tingkat lembaga dan unit kerja secara baik, dengan
menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).
Penyusunan Pelaporan Kinerja sudah cukup baik dengan penyajian
pencapaian IKU pencapaian kinerja sasaran serta pencapaian perjanjian
kinerja. Namun demikian informasi kinerja yang disampaikan dalam laporan
kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan, karena masih ditemukan
kelemahan terkait penyajian dan pemanfaatan informasi kinerja diantaranya:
1. Laporan kinerja belum menyajikan analisis tentang efisiens penggunaan
sumber daya dan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian
sasaran kinerja instansi;




2. Informasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan
Perencanaan dan peningkatan kinerja program dan kegiatan.

Atas kelemahan tersebut direkomendasikan agar:

1) Melengkapi data laporan kinerja dengan analisis efisiensi pPenggunaan
sumber daya dan informas;i keuangan yang terkait dengan pencapaian
sasaran kinerja instansi;

2) Memanfaatkan hasil laporan kinerja untuk perencanaan tahun
berikutnya. (Cantumkan evaluasi dan perbaikan dalam Renja 2020).

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai
13,75 dari bobot penilaian sebesar 259 dari total 100% komponen
manajemen  kinerja yang dievaluasi, dilakukan atas sub komponen
pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kelemahan yang ditemukan yaitu:

1. Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan rekomendasi
dan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;

2. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam
bentuk langkah - langkah nyata.

Atas kelemahan tersebut direkomendasikan agar:

1) Melaksanakan evaluasi program dan Pemantauan Rencana Aksi secara
berkala (bukan hanya di akhir tahun) dalam rangka mengendalikan
kinerja dan mendokumentasikan hasilnya; ,

2) Memberikan rekomedasi dan altematif perbaikan yang dapat
dilaksanakan sebagai hasil pemantauan Rencana Aksi yang telah
dilakukan.




BAB III
PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem AKIP Tahun
2021 pada Kantor Kecamatan Purwakarta, Kami menghargai upaya Saudara
beserta segenap jajaran dalam menerapkan manajemen Ainerja dilingkungan
Kantor Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

Pembina U Muda/IV.c
NIP.19640515 199203 1 008
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HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

KECAMATAN PURWAKARTA
0 b Kompone ¢ Bobo
0
aan Kinerja 30,00 0,00 30,00
ran Kinerja 30,00 0,00 21,60
n Kinerja 16,00 0,00 13,65
Akuntabilitas Kinerja Internal 25,00 0,00 13,76
Kinerja
: 0,00 79,00
D - Sangat BB - Sangat
Kurang Baik
Dokumen SAKIP belum men SOP isan baku
Pela) inerja belum kan aplikasi
Kinerja belum dijadikan acuan sebagai dasar penempatan penghapusan jabatan
ja belum mem i Pelaksanaan Recocusing Organisasi

laporan Kinerja belum menginformasikan penyempurnaan /perbaikan kinerja ke depan _

= SOP teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja InternalBelum adanya peningkatan Implementasi SAKIP

+a peningkatan implementasi SAKIP terbukti dengan belum dilampirkannya tindak lanjut evaluasi tahun sebelumnya

dalam penyusunan Dokumen SAKIP harus menggunakan Standar Baku sesuai Perpres No.29 Tahun 2014 dan
No.53 Tahun 2014

Pelaksanaan Pelaporan Kinerja menggunakan aplikasi sehingga lebih efesien seperti laporan kegiatan mingguan

ukuran kinerja dijadikean sebagai acuan pemberian reward and punishman
recofusing anggaran dijadikan acuan perubahan budaya kerja
dokumen laporan Kinerja harus lebih baik dari tahun sebelumnya dengan adonya upeya perbaikan utas rekomendfasi

seknis dalam evaluasi Akuntabilitas Kinetja Internal

sindak lanjut reviu sebelumnya harus ditindak lanjuti sebagai upaya perbaikan penyusunan ke depan




